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ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Politik Hukum Dan
Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan
Nasional. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana hubungan Politik
hukum Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Bagaimana Pengaruh Pengaruh
Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional. Guna menjawab pertanyaan diatas,
Pengumpulan data dalam penelitian /libary reserch adalah tehnik dokumenter, yaitu
dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan politik telah mempengaruhi dalam
pembentukkan suatu produk hukum, salah satunya produk hukum tentang system pendidikan
nasional. Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) dan
ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam UUD tersebut kemudian
ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik. Setidaknya ada 5 pengaruh
politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam
penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh
negara, (b) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap
sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan
pelatihan guru, (d) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah,
sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh
pada mutu lulusan yang diihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik,
berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.

Dari hasil penelitian di atas, seharusnya pemerintah Indonesia mampu menciptakan
suatu produk hukum sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan mutu, relevansi,
dan daya saing keluaran pendidikan di Boyolali khususnya, dan Sistem Pendidikan Nasional
umumnya.

Kata Kunci : Politik, Hukum , sistem, Pendidikan
ABSTRACT

This thesis is the result of research literature entitled "Politics of Law and the
National Education System: Political Influence Law Against National Education System.
This research is to answer the question of How Political relations law at the National
Education System In Indonesia, How to Influence Political Influence Law Against National
Education System. To answer the above questions, collection of data in research reserch
libary is a documentary techniques, which are collected from archives tela’ah or existing
literature on secondary law. The study concluded that the political forces have influenced
the formation of a legal product, one product law on the national education system. In
working out and organize a national education system the Indonesian government has a
rule set forth in Article 31 paragraph (3) and (4) of the Constitution of 1945. The provision in
the Constitution are then followed up in the form of Act No. 20 of 2003 on the System
National Education which is the result of a political consensus. There are at least five
political influence to education, namely: (a) Political influence on educational activities in
the creation of values and expectations of citizens as to what is required by the state, (b) the
political influence on the education budget, (c) the political influence on education



resources such as teacher salaries, supporting infrastructure of learning activities, and
teacher training, (d) the political influence on the school system as school structure, reward
systems for teachers and admissions system, (e) the political influence on the quality of
graduates that diihat of how political education graduates behave, behave cultural,
economic behavior and social behavior.

From the above results, the Indonesian government should be able to create a legal
product national education system which will improve the quality, relevance and
competitiveness of education outcomes in Boyolali in particular, and the national education
system in general.

Keywords: Politics, Law, systems, Education
LATAR BELAKANG

Mengembangkan sebuah sistem pendidikan dalam tingkatan Nasioal merupakan
salah satu langkah penting yang diambil oleh negara-negara modern sebagai upaya untuk
dapat mengontrol dan keluar dari krisis dan dapat menjadikan sebagai sebuah motivasi,
dengan mengembangkan nilai-nilai, ideologi dan kepentingan negara. Kebijakan yang
mengatur tentang sistem pendidikan sudah cukup banyak di buat oleh lembaga legislatif
dan eksekutif Indonesia selama ini, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak
bagi insan pendidikan di Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan
yang berkarakter sesuai dengan harapan pendidikan nasional.

Kebijakkan pendidikan merupakan suatu peraturan yang berfungsi sebagai kontrol
yang berfungsi: (1) sebagai pemersatu bangsa, (2) perluasan kesempatan, dan (3) sebagai
pengembangan diri. Dengan pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa
dalam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), memberikan kesempatan yang sama
bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam rangka pembangunan, dan
memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Indonesia mengakui pentingnya sebuah pendidikan sejak akhir perang Dunia Il

yang dinyatakan dalam Declaration og Human Right atau Deklarasi Universal HAM. Di

sana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia. Artinya, apapun yang



menghalangi proses pendidikan itu sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik, maka itu
artinya melanggar hak asasi manusia. Kemajuan Sistem Pendidikan di Indonesia dapat
dilihat dari adanya progam-progam Pemerintah yang berusaha memajukan pendidikan di
Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakan-
kebijakan Negara, diantaranya: Amandemen UUD 1945 dan UU sistem Pendidikan
Nasional (SPSN). Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan, setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.

Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (SPSN) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak
yang sama atas pendidikan. Kaya maupun miskin. Namun, dalam realitasnya, sampai saat
ini dunia pendidikan di Indonensia juga masih banyak tantangan besar untuk
mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang harus dihadapi bangsa Indonesia di
bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan
kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan dasar hukum
penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional
adalah untuk mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki
daya saing ditingkat nasional, regional, dan Internasional.

Kenyataannya implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional kita belum bisa menghasilkan pemerataan pendidikan yang merata
di seluruh Indonesia terutama penduduk dipelosok/daerah Kabupaten Boyolali, mereka

belum mendapatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang seperti pendidikan



yang berada dikota-kota besar, belum terjangkaunya teknologi informasi, ketinggalan
bidang ekonomi dan belum tersedianya lapangan pekerjaan.

Berdasarkan pemikiran itulah yang yang mendorong peneliti untuk mengadakan
penelitian tentang hubungan Politik Hukum dan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional.
Untuk keperluan tersebut peulis mengangkat judul penelitian “POLITIK HUKUM DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan

Nasional”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:
1. Bagaimana hubungan Politik Hukum Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di
Indonesia?

2. Bagaimana Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui hubungan Politik Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional di
Indonesia.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional.

F. Metode Penelitian
1. Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas
permasalahan yang diajukan, dimana datanya bersumberkan dari data pustaka (/ibrary

research).



2. Sumber-Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat digolongkan atas Data Primer dan Data
Sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif maka
sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum vyang terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan obyek permasalahan yang akan
diteliti yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini
yakni buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, hasil
tulisan ilmiah seperti tesis, disertasi, jurnal, makalah, laporan penelitian yang
relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus
bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus hukum, encyclopedia hukum
dan lain-lain

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi
Dokumen. Studi dokumen dilakukan melalui pengumpulan peraturan perundang-
undangan untuk menemukan dan mengetahui asa-asas hukum, pasal-pasal peraturan
perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum,
yurisprudensi, filsafat hukum dan hal-hal yang relevan dan memang terhadap kualitas
tesis ini.

4. Teknik Analisis Data



Analisis data pada penelitian hukum normatif ini dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approch) karena yang akan diteliti adalah
berbagai peraturan hukum yang menjadi focus dari penelitian ini. Bahan-bahan
hukum yang telah dikumpulkan baik data primer, sekunder maupun tersier yang
berhubungan dipaparkan secara logis, disistematisasi, selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan pendekatan analisis (analycal approach) untuk menginterpretasikan
dengan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahaan hukum yang telah
dirumuskan dalam rumusan masalah. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif
dikemukakan dalam bentuk uraian yang sitematis dengan menjelaskan hubungan
antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah dianalisis
secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan
akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN
A. Politik Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen juga mendorong
profesionalisme guru dan dosen harus memenuhi standar kompetensi. Memperhatikan
keterbatasan kemampuan keuangan negara maka dalam rangka memberikan penghargaan
terhadap guru Pemerintah memberikan tunjangan profesi sesuai dengan kuota untuk
masing-masing Kabupaten/Kota. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya
akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin profesionalisme guru dan tenaga
kependidikan lainnya akan semakin meningkat pula kualitas/mutu pendidikan.
Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, pemerintah menyusun Standar Nasional
Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005, untuk pendidikan

formal maupun non formal. SNP berfungsi sebagai dasar dalam rangka mencerdaskan
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kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan
sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB,
SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat
dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karekteristik daerah,
sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik”. Pasal 17 ayat (2) menegaskan
bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar
kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas Pendidikan
kabupaten bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Dalam rangka menjamin tingkat pendidikan, pemerintah menyusun Peraturan
Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Sedangkan SPM pendidikan sesuai dengan Kepmendiknas No. 129a/U/2004 adalah tolok
ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian SPM
pendidikan yang telah ditetapkan Mendikanas hars dipakai acuan bagi pemerintah
kabupaten/kota (termasuk pemerintah provinsi) dalam menyelengarakan pendidikan bagi
masyarakat/publik di daerah SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan
Kepmendiknas No. 129a?U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan
dengan PP No. 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk

menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
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Dalam rangka peningkatan daya saing pendidikan, pasal 50 ayat (3) UU No. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan bahwa pemerintah dan/atau
pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada
semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf
internasional. Sedangkan ayat (5) mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota
mengelola pendiidkan dasar dan menengah, serta satuan pendiidkan yang berbasis
keunggulan lokal.

. Pengaruh Sistem Politik Terhadap Sistem Pendidikan

Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% (ayat 4). Dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia (ayat 5).

Ketentuan dalam UUD tersebut kemudian ditindakanjuti dalam bentuk Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil
dari konsesus politik. Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a)
Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-
harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh
pada anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan
seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d)
politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan

terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan
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yang diihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya,

berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.'

a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan
harapan-harapan warga negara

Dalam pelaksanaan sistem Pendidikan Nasional sangat dipengaruhi oleh
politik baik dalam penetuan nilai-nilai dan karakter manusia yang dibutuhkan.
Dibawah ini akan mendeskripsikan beberapa contoh ketidakkonsistenan yang
dilakukan para pengambil kebijakan baik DPR maupun Pemerintah dalam
menindaklanjuti tujuan pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945.

b) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan

Pendanaan Pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4)
UUD 1945 bahwa Negara meprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20% dari APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan.
Kenyatannya bahwa anggran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD
tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Ketidakonsistenan
dalam pendanaan pendidikan meyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti
gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai
dengan kebutuhan.

Anggaran pendidikan tahun 2016 sangatlah tinggi, pasalnya anggaran
pendidikan dalam APBN 2016 mencapai Rp. 419, 2 triliun atau 20% dari total belanja
negara RP. 2.095,7 triliun. Anggaran tersebut akan dikucurkan melalui belanja negara
pemerintah pusat untuk Kementrian Pendidikan dan Kebuadayaan sebesar Rp. 49,2

triliun. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp. 39,5 triliun,

! Martin Carnoy and Henry M. Levin. 1976. The Limits Of Educational Reform. New York:David Mekay Compani,
INC, P.30-37.
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)

kementrian Agama Rp 46,8 triliun. Kemudian untuk Kementrian Negara dan lembaga
lainnya RP 10,7 triliun. Selain itu anggaran pendidikan melalui transfer kedaerah dan
dana desa mendapat kucuran sebesar Rp 267,9 triliun dan anggaran pendidikan
melalui pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5 triliun. Dengan begitu total seluruh
anggaran pendidikan sebesar R 419,2 triliun dan dengan hal tersebut amaka telah
memenuhi Undang-Undang Dasar diamana anggaran untuk pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari APBN.?

Politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana
prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru.

Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang
bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Dari 2,7 juta guru di
Indonesia, kualifikasi pendidikannya masih rendah, yaitu 65% pendidikan guru
mereka dibawah 4 tahun. Penyediaan guru yang profesional selama ini terabaikan.
Jika jabatan profesionalitas guru disejajarkan dengan jabatan profesional lainnya
seperti dokter dan pengacara, maka profesionalitas guru masih tertinggal. Dalam UU
No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidikan
bertaraf A1 dan D4+. Salah satu kekurangan dalam pendidikan guru sebelum
menjabat sebagai guu yaitu praktek profesional. Pada tahap ini selama 2 semester
para mahasiswa belajar menerapkan berbagai pengetahuan dasar akademik
profesional. Para mahasiswa 2/3 waktunya berada dalam lingkungan sekolah untuk
mengamati, memimpin, dan membimbing proses pembelajaran dibawah supervisi

tim dosen profesional.

? M.liputan6.com/bisnis/read/2356557/anggaran-pendidikan-di-apbn-2016-cetak-sejarah.tanggal akses
.selasa, 5 april 2016.
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d)

Kebijakan sertifikasi guru, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru
yang ada menjadi guru yang profesional. Namun beberapa indikasi menunjukkan
kebijakan sertifikasi guru gagal menjadikan guru menjadi profesional. Karena guru
yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan
sertifikasi, setalah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka
berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan,
melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi peserta
didik terlihat tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum
bersetifikat.
politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem
penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa

Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk
memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua
warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan
pendidikan. Selama kurun waktu 2012-2015 telah dilaksanakan sejumlah progam
perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan
dan pemerataan akses pendidikan.

peningkatan dan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara
sistemik dan terencana dengan memfokuskan pada perubahan secara internal guna
menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan serta komitmen bersama.
Kebijakan ini meliputi pembiayaan pendidikan berbasis kinerja, pelaksanaan
manajemen berbasis sekolah, dan pelibatan secara penuh peran serta masyarakat
dalam perencanaan, pengelolaan serta pengawasan kinerja pendidikan, termasuk

mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih bermutu, efektif, efisien sesuai
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kebutuhan masyarakat serta bersih dan bebas KKN. Di samping itu guna
mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang sehat dan akuntabel,
akan dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal, pengawasan
masyarakat serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Politik berpengaruh pada mutu lulusan yang diihat dari bagaimana lulusan
pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan
berperilaku sosial

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menganut model pembelajaran active
learning dan student center learning untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat
pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap. Ujian Nasional yang dilakukan sekali
pada akhir jenjang pendidikan dalam beberapa mata elajaran dalam bentuk tes
objektif sukar diharapkan dapat membudayakan berbagai dimensi pembelajaran.
Ekses dari ujian Nasional adalah terjadinya proses belajar di Sekolah sebagi proses
menghafal dan latihan menjawab soal.

Ujian Nasional hakekatnya memperkuat model pembelajaran yang
menggunakan kegiatan mendengar, mencatat, dan menghafal suatu proses
pembelajaran yang sejak tahun 1971 ingin ditinggalkan, tetapi karena alasan
ketersediaan dana model ini terus berjalan. Melalui Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 mode semacam ini sesungguhnya ingin ditinggalkan tetapi malah
diperkuat dengan ditetapkannya UN sebagai penetu kelulusan. Ujian Nasional
disebut-sebut sebagai cara menguji dimensi kognitif. Padahal, kemampuan kognitif
dalam arti luas yaitu meliputi kemampuan meneliti, kemampuan menganalisis,
kemampuan menilai, kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemampuan

memecahkan maslaah yang kesemuaannya memerlukan kemampuan membaca,
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kemampuan menuliskan pemikiran dan laporan, kemampuan kalkulasi, yang
kesemuannya perlu dibudayakan sehingga segala kemampuan yang berkembang
menjadi bagian dari sistem kepribadian peserta didik yang meliputi watak dan
moralnya.

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa depan diharapkan dapat
memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga
dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya, meningkatnya taraf hidup
masyarakat, meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang
meliputi keteguhan iman dan taqwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan
kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika dan kualitas jasmani. Kebijakan
peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang
semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (isi, proses,
kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan, pembiayaan dan penilaian). Untuk keperluan tersebut, peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing pendidikan diarahkan pada perluasan inovasi
pembelajaran yang efeisien, menyenangkan, mencerdaskan sesuai tingkatan usia,
kematangan serta tingkat perkembangan peserta didik. Dalam rangka peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali melakukan pengembangan dan pemberdayaan Standar Nasional
Pendidikan, pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah dan ujian
nasional, melaksanakan penjaminan mutu, pelaksanaan tindakan afirmatif dengan
memberikan perhatian yang lebih besar pada satuan pendidikan serta melaksanakan

kegiatan akreditasi sekolah.

17



A. Kesimpulan

Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% (ayat 4). Dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia (ayat 5). Dalam rangka menjamin mutu
pendidikan, pemerintah menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang
tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005, untuk pendidikan formal maupun non formal. SNP
berfungsi sebagai dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk penjaminan dan pengendalian
mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan
standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional, dimana ketentuan
dalam UUD yang kemudian ditindakanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus
politik, Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik
berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan
warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh pada
anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji
guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik

berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan
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terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan
yang diihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya,

berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.
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